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Kebijakan Pelarangan Buku
dan Spiral Paradoks Demokrasi

Oleh Iwan Awaluddin Yusuf

Ketua Tim Riset Pelarangan Buku di Indonesia

Tidak ada yang lebih ironis daripada sebuah paradoks.
Kondisi yang dianggap benar, namun secara empiris berten-
tangan dengan fakta-fakta yang ada. Paradoks juga berarti
situasi yang timbul dari sejumlah premis. Premis-premis
ini diakui kebenarannya tapi menghasilkan sebuah kesim-
pulan dengan fakta yang berlawanan satu sama lain.
Pelarangan buku adalah bentuk paradoks di negara de-
mokrasi karena memperlihatkan kesewenang-wenangan
dalam membatasi kebebasan berpikir, berpendapat, dan
berekspresi. Padahal semua itu dijamin oleh prinsip-prin-
sip dasar demokrasi, bahkan secara tegas ditulis dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Melarang buku juga menjadi
paradoks bagi kehidupan bermedia di Indonesia yang lebih
dari satu dekade terakhir telah mengumandangkan dukung-
an terhadap kebebasan pers. Pelarangan buku, di sisi lain,
mengindikasikan ambiguitas kebijakan penguasa. Alih-
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alih mengantisipasi polemik di masyarakat, lewat tindakan
pelarangan buku, pemerintah memperlihatkan praktik-prak-
tik primitif dalam mengontrol, mengarahkan, membatasi,
bahkan memandulkan cara berpikir masyarakat.

Tuntutan pencabutan regulasi dan praktik pelarangan
buku menjadi kebutuhan mendesak saat ini, terutama dalam
iklim kebebasan dan semangat reformasi. Dengan dalih
menjaga “stabilitas nasional”, “ketertiban umum”, atau se-
kadar meluruskan “tafsir sejarah yang keliru”, lembaga-
lembaga tertentu bisa dengan sewenang-wenang melarang
kebebasan berpendapat. Model pelarangan, pembatasan,
dan pengebirian semacam ini merupakan perwujudan
ideologi politik khas kolonial dan ororitarian yang terus
dilanggengkan. Pelarangan buku juga mencerminkan ke-
takutan penguasa dengan mengekang hak politik warga
negaranya, tidak mengakui adanya keanekaragaman per-
spektif dan sudut pandang.

Bagi publik, pelarangan buku berimplikasi luas, ter-
utama saluran informasi yang seharusnya bisa diakses
menjadi terganggu. Ini juga berarti menghambat bahkan
menutup informasi dan ilmu pengetahuan. Masyarakat
dibodohi oleh pemaknaan tunggal atas ilmu pengetahuan
yang sejatinya memiliki beragam versi. Kondisi seperti ini
pada gilirannya dapat menjadi pembodohan massal, sebab
daya kritis masyarakat dibatasi. Saluran untuk melihat per-
bedaan pun ditutup. Dari tinjauan ekonomi, pelarangan
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buku berpengaruh pada industri perbukuan, yakni mere-
duksi peran dan eksistensi penerbit, penulis, distributor,
dan toko buku. Katastopik demikian meneguhkan spiral
paradoks dalam negara yang menasbihkan dirinya sebagai
negara demokrasi.

Terbitnya buku Pelarangan Buku di Indonesia: Se-
buah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi
setidaknya didasari dua alasan. Pertama, buku ini hadir
sebagai wujud keinginan besar tim penyusun untuk men-
jadi bagian dalam memperjuangkan hak-hak publik atas
informasi, menuntut pencabutan pelarangan buku di Indo-
nesia, menuntut penghapusan regulasi yang berorientasi
pelarangan buku, dan menggugat regulator (pemerintah
dan aparatusnya) yang telah melakukan pelarangan buku.
Kedua, tujuan khusus dari penerbitan buku ini sesungguh-
nya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, pihak-
pihak terkait, dan pengambil kebijakan di negeri ini ten-
tang fenomena dan praktik pelarangan buku di Indonesia
dan bahaya yang ditimbulkan.

Naskah buku ini berangkat dari hasil penelitian stu-
di kasus yang dilakukan selama 5 bulan (April-Agustus
2010) dan mengambil fokus tema praktik pelarangan buku
di Indonesia, terutama praktik pelarangan buku yang ter-
jadi selama era Reformasi. Subjek penelitian ini adalah
berbagai pihak yang terkait dengan tindakan pelarangan
buku. Pihak-pihak tersebut adalah pelaku perbukuan (penu-
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lis, penerbit, distributor, toko buku, asosiasi perbukuan),
regulator (Kejaksaaan, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi,
DPR), pengamat dunia perbukuan (akademisi yang me-
liputi sejarawan, budayawan, dan pakar hukum media),
serta publik pembaca, meliputi organisasi kemasyarakatan
dan pihak-pihak yang bersinggungan dengan pelarangan
buku. Wawancara penelitian dilakukan di 5 kota di Indo-
nesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan
Solo. Selain wawancara mendalam, teknik pengumpulan
data riset juga dilakukan dengan menggelar seminar pub-
lik, focus group discussion (FGD), studi pustaka, dan riset
dokumentasi.

Buku ini terdiri dari enam bagian yang menjadi sebu-
ah kesatuan. Bab I adalah Pendahuluan, berisi gambaran
umum pelarangan buku di Indonesia dan isu-isu besar
yang melatarbelakangi riset dan penyusunan buku ini. Se-
lain itu, bagian ini menjelaskan fokus bahasan yang dita-
rik dari perspektif kebebasan bermedia dalam sistem de-
mokrasi.

Selanjutnya, Bab II menguraikan sejarah pelarangan
buku di Indonesia dari masa kolonial hingga Reformasi.
Sejarah mencatat, motif utama pelarangan buku yang ter-
jadi dari zaman ke zaman mengulang sebuah pola, yakni
manifestasi otoritarianisme penguasa dan dominasi mayo-
ritas yang ditopang legitimasi kekuasaan. Uraian pada bab
ini dibagi ke dalam empat periode, yakni periode kolonial,
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demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan era Reformasi.
Periodisasi sejarah dalam penelitian ini didasarkan pada
pertimbangan adanya kebijakan dan tindakan pelarangan
buku oleh pemerintah yang berkuasa pada saat pelarangan
tersebut berlangsung, bukan pada era kepemimpinan pre-
siden siapa yang sedang menjabat.

Pada Bab III digambarkan praktik pelarangan buku di
Indonesia dan analisis mengapa pelarangan buku masih
terjadi di era demokrasi. Berikutnya, dipaparkan bagaima-
na aktor, khususnya negara dan kelompok masyarakat si-
pil, berperan dalam pelarangan buku di Indonesia. Secara
khusus ditampilkan motif-motif pemberangusan yang me-
liputi motif-motif ideologi-politik, agama, sosio-kultural,
ekonomi, serta model-model pemberangusan buku yang
dalam praktiknya berbentuk sweeping, pembakaran, dan
teror psikologis.

Pada Bab IV, sejalan dengan bab sebelumnya, didedah
sejumlah analisis mengenai implikasi pelarangan buku di
Indonesia. Di sini, dikaji bagaimana implikasi pelarangan
buku terhadap demokrasi dan kepentingan publik, indus-
tri, dan dunia perbukuan.

Bab V menguraikan advokasi dan perlawanan terha-
dap pelarangan buku. Paparan ini berkaitan dengan res-
pons masyarakat, terutama kelompok-kelompok masya-
rakat sipil pro-demokrasi, terhadap pelarangan buku di
Indonesia. Secara spesifik, dijelaskan model-model dan
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bentuk perlawanan, baik litigasi maupun nonlitigasi, atas
pelarangan buku di Indonesia.

Bab VI merupakan bab penutup, berisi kesimpulan
atas temuan penelitian sekaligus rekomendasi untuk ber-
bagai pihak yang berkaitan dengan pelarangan buku.

Sebagai sebuah naskah publikasi riset, buku ini memi-
liki berbagai kekurangan. Banyak fakta yang sesungguh-
nya penting tapi tidak sepenuhnya tergali dan dapat di-
tampilkan dengan baik, misalnya dalam beberapa hal
perlu dimasukkan perkembangan terbaru dinamika advo-
kasi pelarangan buku di Indonesia. Tim peneliti juga ti-
dak mungkin menuliskan fakta-fakta pelarangan buku
di Indonesia selengkap kronik sejarah atau kaleidoskop.
Buku ini adalah sebuah analisis reflektif untuk kepenting-
an penelitian dengan metode studi kasus yang belum bisa
disebut sebagai proyek dokumentasi komprehensif. Meski
demikian, dengan segala keterbatasannya, semoga buku
ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua
pihak yang memungkinkan terselesaikannya penelitian
hingga penerbitan buku ini. Secara khusus kami berteri-
ma kasih kepada Friedrich Ebert Stiftung Indonesia yang
menjadi mitra dan sponsor penelitian. Ucapan terima kasih
juga kami sampaikan kepada narasumber, peserta FGD,
dan pembicara seminar yang memberikan pendapat dan
informasi penting terkait pertanyaan riset. Tidak lupa kami
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sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim konsul-
tan riset, yakni Drs. Amir Effendi Siregar MA, Prof. Dr.
Musa Asy’arie, Prof. Dr. Ichlasul Amal, dan Dr. Haryat-
moko yang telah meluangkan waktu untuk memberi ma-
sukan dan kritik konstruktif dalam proses penelitian dan
penyusunan buku ini.

Terakhir, kami berharap, pelarangan buku tidak akan
ada lagi di bumi Indonesia. Mengutip ungkapan Heinrich
Heine, “Whenever books are burned, men also in the end
are burned”. Jadi, mari lawan pelarangan buku!

Yogyakarta, September 2010
Iwan Awaluddin Yusuf






Menggugat Pelarangan Buku

oleh Amir Effendi Siregar
Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)

Pada 17 Agustus 2010 lalu, saat perayaan kemerdekaan
Republik Indonesia ke-65, kita mendengar banyak pe-
mimpin negara dengan gegap gempita mengatakan bahwa
Indonesia adalah negara demokrasi ke-3 terbesar di dunia.
Kita berhasil menjadi negara demokratis yang disegani
banyak pihak. Kita sekarang memasuki fase reformasi de-
mokratis kedua dengan penuh kebanggaan. Namun pada
saat yang sama, kita mengetahui, masih terjadi pelarang-
an, pembakaran dan pemberangusan buku di Indonesia.
Sunggubh ironis.

Jika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara
yang demokratis, maka harus ada jaminan terhadap free-
dom of expression, freedom of speech, dan freedom of the
press. Dalam perspektif yang lebih umum, ketiga jenis
jaminan tersebut dibutuhkan sebagai hak dasar sosial dan
politik warga negara. Tanpa adanya jaminan tersebut, tak
akan ada demokrasi.
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Lebih dari itu, agar demokrasi berjalan secara baik,
jaminan tersebut memerlukan jaminan tambahan secara
setara, yaitu jaminan terhadap hak ekonomi, hak sosial,
dan hak budaya. Bila tidak, demokrasi akan lenyap dalam
dekapan kapital dan lahirlah otoritarianisme kapital.

Dari perspektif komunikasi dan media, jaminan terha-
dap kebebasan dan kemerdekaan berekspresi, berbicara,
dan pers memerlukan jaminan lain, yaitu adanya keaneka-
ragaman (diversity) isi dan kepemilikan media. Bila ti-
dak, akan terjadi monopoli informasi dan monopoli media
yang memunculkan otoritarianisme baru oleh modal dan
segelintir orang, yang pada gilirannya akan membunuh
demokrasi.

Lebih jauh lagi, diperlukan juga jaminan terhadap dis-
tribusi informasi dan media yang tepat, sesuai dengan sa-
saran pembaca, pendengar, dan penonton yang tepat. Bila
tidak, akan terdapat kesewenang-wenangan, dalam bentuk
pelarangan dan sensor terhadap informasi maupun bahan
bacaan, yang pada gilirannya akan menghambat kebe-
basan berekspresi.

Seperti telah saya sebutkan di atas, sangat aneh dan
menyedihkan bahwa negara yang menyebut dirinya demo-
krasi ke-3 terbesar di dunia ini masih melakukan pelarang-
an buku. Di pengujung 2009 lalu, pelarangan terhadap 5
buku kembali terjadi. Kelima buku yang dilarang beredar
adalah (1) Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 Sep-
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tember dan Kudeta Suharto karya John Roosa; (2) Suara
Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Da-
rah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat
Harus Diakhiri karya Socratez Sofyan Yoman; (3) Lekra
Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan
Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yulian-
tri dan Muhidin M Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan
karya Darmawan; (5) Mengungkap Misteri Keberagaman
Agama karya Syahrudin Ahmad.

Melalui pernyataan Jaksa Agung Muda Bidang Inte-
lijen (JAM Intel), buku-buku tersebut dianggap menggang-
gu ketertiban umum serta bertentangan dengan UUD 1945
dan Pancasila. Sebelumnya, di era Reformasi ini, pihak
Kejaksaan Agung (Kejakgung) juga telah melakukan pe-
larangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kurikulum
2004. Pada 9 Maret 2007, Kejakgung secara resmi me-
larang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah
SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbul-
kan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang
itu antara lain Kronik Sejarah untuk SMP karya Anwar
Kurnia, penerbit Yudistira, Sejarah 1: Untuk SMA karya
TB Purwanto dkk, dan buku-buku Pelajaran Sejarah SMP
dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004.

Banyak lagi cerita panjang tentang pelarangan buku
di republik ini. Pelarangan buku oleh Kejakgung pada da-
sarnya menggunakan UU No. 4/PNPS/1963, yang sudah
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usang dan tidak sesuai dengan semangat zaman, yang me-
mang otoriter dan anti-demokrasi.

Sampai hari ini, kita tidak tahu jelas, yang mana yang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Justru yang tampak nyata buat saya adalah pelarangan
buku itulah yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pan-
casila. Pelarangan peredaran buku itu merupakan bentuk
tindakan primitif dan pemberangusan terhadap kebebasan
berekspresi dan kebebasan berpendapat, yang merupakan
pilar dasar kehidupan yang demokratis. Bagaimana mung-
kin kita punya hak mengatakan bahwa negeri ini adalah
negeri yang demokratis, sementara kebebasan berekspresi
diberangus.

Pelarangan peredaran dan pembrangusan buku sebe-
narnya merupakan penghinaan terhadap kemampuan inte-
lektual bangsa Indonesia. Apalagi, di negeri ini, tiap buku
umum dicetak dalam jumlah yang sangat kecil tiap ter-
bit, berkisar hanya 1000 sampai dengan 5000 eksemplar.
Hanya buku proyek yang biasanya dicetak dalam jumlah
besar. Jadi buku umum yang dicetak 3 atau 4 kali sudah
disebut best-seller di Indonesia, sementara di negeri maju,
seperti Amerika Serikat, yang disebut best-seller itu jum-
lahnya jutaan eksemplar.

Sampai hari ini, penerbitan buku lebih bersifat elite,
terbatas, dan tidak cukup meluas. Sehingga pelarangan
buku menurut saya tidak hanya penghinaan terhadap bang-
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sa Indonesia, tapi terutama penghinaan terhadap para elite
bangsa, yaitu kaum terpelajar, pemimpin politik, dan pe-
mimpin masyarakat lainnya. Mereka dianggap tidak tahu
membedakan baik dan buruk sehingga perlu diatur negara
lewat sekelompok kecil orang secara tertutup.

Lebih jauh lagi, UU No. 4/PNPS/1963 yang dijadi-
kan dasar untuk pelarangan buku ini sebenarnya telah
diakui secara implisit oleh bangsa dan negara ini sebagai
sebagai sebuah undang-undang yang otoriter dan anti-de-
mokrasi . Hal ini dapat dilihat melalui UU Pers No 40 ta-
hun 1999. Secara sangat tegas dan jelas, pasal 20 UU Pers
menyatakan bahwa pada saat UU Pers yang baru mulai
berlaku maka UU Pers sebelumnya dan UU No 4 PNPS
Tahun 1963 sepanjang menyangkut ketentuan mengenai
buletin, surat kabar harian, majalah, dan penerbitan berka-
la dinyatakan tidak berlaku.

Ini adalah pernyataan yuridis yang menyatakan UU
No. 4/PNPS/1963 memang anti-kemerdekaan pers, kemer-
dekaan berbicara, dan kemerdekaan berekspresi. Selan-
jutnya UU tersebut juga bertentangan dengan UU No.
16/2004 tentang Kejaksaan RI dan tentu saja Undang-Un-
dang Dasar 1945.

Lantas, bila terdapat isi buku yang dianggap meng-
ganggu, bagaimana mengatasinya? Gunakan jalur peng-
adilan dengan mengadopsi peraturan perundang-undangan
umum, dan proses ini dilakukan secara terbuka berdasar-



Xviii ~ Pelarangan Buku di Indonesia

kan prinsip penegakan demokrasi dan HAM. Sudah saat-
nya juga negeri ini membutuhkan peraturan perundang-un-
dangan tentang distribusi media, menggantikan peraturan
perundang-undangan umum yang bersifat represif .

Dengan demikian, bila kita memang memilih demo-
krasi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara seba-
gaimana dinyatakan oleh UUD 1945 dan UU Pers No.
40/1999, maka UU No 4/PNPS/1963 harus dinyatakan
tidak berlaku dan pelarangan peredaran buku harus di-
cabut.

Itulah sebabnya antara lain, Pemantau Regulasi dan
Regulator Media (PR2Media) memilih program Menggu-
gat Regulasi Pelarangan Buku di Indonesia sebagai pro-
gram pertama lembaga ini. Program ini didukung oleh
Friedrich Ebert Stiftung (FES), sebuah yayasan di Jerman.
Di Jerman, terutama pada saat Hitler/NAZI berkuasa, buku
yang tak sesuai dengan keinginan penguasa, dibredel, di-
bakar, dan diberangus. Maukah Indonesia dipersamakan
dengan Hitler/NAZI Jerman dulu yang sama-sama mem-
berangus buku?

Usaha yang serius untuk menghentikan pelarangan
buku harus kita lakukan secara sistematis dan serius se-
hingga penelitian dan studi tentang pelarangan buku ini
sangat penting. Studi ini menjadi penting karena kita bisa
mengetahui secara lengkap bagaimana proses pelarangan
buku di Indonesia, dan langkah apa yang bisa kita lakukan
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agar pelarangan buku tersebut tidak berlanjut. Barangkali,
ini merupakan studi paling komprehensif mengenai pela-
rangan buku di Indonesia. Buku ini menyajikan sejarah,
praktik, dan implikasi advokasi dan perlawanan terhadap
pelarangan buku di Indonesia yang diambil dari berbagai
macam sumber, baik yang pro maupun kontra, dari kanan
ataupun kiri, sehingga ia layak disebut sebagai buku yang
relatif objektif dari perspektif demokrasi.

Dalam penelitian ini, tim inti studi menemukan antara
lain bahwa periode-periode pelarangan dan pemberangus-
an buku di Indonesia terjadi pada: Periode Kolonial, Peri-
ode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru, dan—ini
yang sangat memilukan—terjadi juga pada Periode Refor-
masi, yang meski disebut periode demokratis tapi masih
melakukan pembredelan terhadap buku yang terjadi sejak
tahun 2002.

PR2Media, lewat program Menggugat Regulasi Pela-
rangan Buku di Indonesia yang berjalan sejak awal Mei
2010, akan berusaha membantu lembaga-lembaga maupun
saudara-saudara yang sedang melakukan judicial review
di Mahkamah Konsitusi terhadap UU No 4/PNPS/1963
melalui sosialisasi terhadap publik dan tekanan terhadap
regulator. PR2Media juga menggagendakan untuk mela-
kukan langkah-langkah hukum.

Pers Indonesia tidak cukup intensif memberitakan
persoalan seputar pelarangan buku ini, padahal pelarangan
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peredaran buku merupakan pembrangusan hak dasar ma-
nusia untuk berekspresi yang juga merupakan dasar hak
hidup media. Meskipun penting, pers tampak lebih ban-
yak asyik membela dan bicara soal dirinya, seperti yang
terjadi dengan gugatan terhadap 7 media dalam kasus
pemberitaan perjudian. Lewat program ini, kita berharap
seluruh media dan masyarakat sipil serta berbagai pihak
lain bahu-membahu melakukan usaha bersama melawan
pemberangusan dan pelarangan edar buku.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bah-
wa perjuangan untuk menegakkan, merawat, dan menjaga
demokratisasi komunikasi dan media memang tidak per-
nah berhenti. Apalagi bila yang kita maksud adalah de-
mokratisasi yang tidak hanya menjamin adanya freedom
of expression, freedom of speech, dan freedom of the
press, tapi juga menjamin adanya keanekaragaman, maka
perjuangan tersebut akan berlangsung sepanjang masa.
Mudah-mudahan hasil penelitian dan studi yang diterbit-
kan sebagai buku ini bermanfaat bagi kita dalam rangka
mendorong demokratisasi media di Indonesia.

Yogyakarta, September 2010
Amir Effendi Siregar



Menolak Pelarangan Buku:
Menjaga Pluralisme dan Demokrasi

Oleh Erwin Schweisshelm

Direktur Perwakilan Friedrich Ebert Stiftung Indonesia

Di era Reformasi, perkembangan budaya, pers, dan media
di Indonesia menikmati kebebasan yang cukup besar, bah-
kan dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan negara
lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indeks Kebe-
basan Pers yang dikeluarkan oleh Reporters Sans Fron-
tieres (RSF) mencatat Indonesia di peringkat 101 pada
tahun 2009, naik 10 peringkat dari tahun sebelumnya.
Ironisnya, kebebasan dalam mengemukakan pendapat
yang dinikmati secara luas tersebut masih menghadapi
berbagai tantangan, salah satunya pelarangan peredaran
beberapa buku oleh Kejaksaan Agung di pengujung tahun
20009.

Pelarangan buku bukan merupakan hal baru di Indo-
nesia dan sudah terjadi sejak masa penjajahan, Orde
Lama, dan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto,
pelarangan buku diikuti dengan pemusnahan seluruh kar-
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ya penulis, bahkan penangkapan beberapa penulis. Ber-
dasarkan fakta sejarah, berbagai buku dilarang terbit tidak
hanya karena isinya, tetapi sudut pandang politis penulis/
penerbit buku tersebut dan pengaruhnya terhadap pemba-
ca. Dalih yang dipakai adalah bahwa pelarangan dilaku-
kan untuk menjaga stabilitas negara.

Tetapi, pelarangan dan pembakaran buku telah terjadi
di seluruh dunia dan kapan saja dalam sejarah hingga saat
ini. Yayasan Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung/FES)
mendukung penerbitan laporan penelitian ini karena seba-
gai sebuah yayasan politik Jerman, isu pelarangan buku
sangat menyentuh pengalaman sejarah di Jerman. Seorang
penyair Jerman yang terkenal, Heinrich Heine, dalam bu-
kunya Almansor yang terbit pada 1823, menjelaskan ten-
tang pembakaran sebuah Al-Quran oleh ksatria Kristiani
Granada. Dia menuliskan seorang pimpinan kaum muslim
yang bernama Hasan berkata, “Itu hanyalah permulaan,
di mana mereka membakar buku, pada akhirnya akan ada
keinginan membakar orang.” Ramalan ini menjadi realita
kejam yang terjadi di Jerman beberapa ratus tahun kemu-
dian pada era NAZI berkuasa.

Indonesia sekarang adalah negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia, yang menjadi mercusuar bagi toleransi
dan pluralisme di Asia. Penelitian atas pelarangan buku ini
ditujukan untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi
pemeliharaan demokrasi media di Indonesia, yang oleh
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dunia dapat dijadikan sebagai penanda (trademark) ma-
syarakat Indonesia yang pluralistik. Karena itu, FES meng-
anggap penting untuk memberi dukungan bagi organisasi
mitra yang mengangkat isu ini.

Media yang bebas dan independen merupakan elemen
yang tidak terpisahkan dari sebuah demokrasi yang hidup
dan berkembang. Promosi sosial demokrasi merupakan
tugas utama FES di seluruh dunia. Sebagai yayasan poli-
tik Jerman yang berkomitmen terhadap kebebasan media
sebagai elemen pokok dari sebuah demokrasi yang kuat,
kami mendukung Pemantau Regulasi dan Regulator Me-
dia (PR2Media) dalam menyelenggarakan penelitian atas
isu pelarangan buku ini. Dukungan yang diberikan FES
berupa memfasilitasi penelitian dan penyelenggaraan se-
minar yang membahas isu ini. Adapun pendapat dan saran
yang dipaparkan dalam buku ini merupakan pandangan
pribadi dari penulis.

Akhirnya, FES mengucapkan terima kasih kepada
PR2Media atas kerja sama dalam penelitian yang dituang-
kan dalam penerbitan buku ini. FES juga berterima kasih
kepada Goethe Institut atas komitmen dalam bidang seni
dan budaya, yang diaktualisasikan dalam dukungan terha-
dap isu pelarangan buku ini. Terima kasih juga kami sam-
paikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan
memberikan dukungan, saran, dan kritik dalam penerbitan
buku ini. Semoga kerja sama yang terjalin dengan selu-
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ruh pihak yang terkait dengan buku ini dapat diteruskan
di masa mendatang dan buku ini bermanfaat bagi setiap
pembaca.

Jakarta, September 2010
Erwin Schweisshelm
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A. Latar Belakang

Di pengujung tahun 2009, pelarangan terhadap sejum-
lah buku kembali terjadi di tanah air. Kelima buku yang
dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) itu
adalah (1) Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 Sep-
tember dan Kudeta Suharto karya John Rosa; (2) Suara
Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah
dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Ha-
rus Diakhiri karya Socratez Sofyan Yoman; (3) Lekra Tak
Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Ha-
rian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri
dan Muhidin M Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan
karya Darmawan; dan (5) Mengungkap Misteri Kebera-
gaman Agama karya Syahrudin Ahmad. Sebagaimana
disampaikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
(JAM Intel), Iskamto, buku-buku tersebut dilarang karena
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dianggap mengganggu ketertiban umum dan bertentangan
dengan UUD 1945 dan Pancasila. Meskipun demikian, ti-
dak disebutkan secara rinci bagian mana dari kelima buku
itu yang mengganggu ketertiban umum dan bertentangan
dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Sebelumnya, pihak Kejakgung juga telah melakukan
pelarangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kuriku-
lum 2004. Pada 9 Maret 2007, Kejakgung secara resmi
melarang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah
SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbul-
kan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang
itu antara lain Kronik Sejarah untuk SMP karya Anwar
Kurnia, Sejarah I untuk SMA karya TB Purwanto dkk, dan
buku-buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang meng-
acu pada kurikulum 2004."

Buku-buku sejarah Kurikulum 2004 dilarang karena
tidak menyebutkan peristiwa Pemberontakan PKI (Partai
Komunis Indonesia) Madiun tahun 1948 dan menuliskan
Pemberontakan tahun 1965 dengan akronim G 30 S saja,
tanpa akronim PKI. Pelarangan edar buku-buku sejarah
itu dilakukan setelah penelitian terhadap buku tersebut
oleh Tim Clearing House Kejaksaan Agung yang berang-
gotakan berbagai elemen, antara lain Kepolisian, Badan
Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais),

' Kejakgung Segera Edarkan Larangan Buku Sejarah Kurikulum 2004”, Antara News,
Selasa, 13 Maret 2007 (Akses 12 Mei 2010).
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Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional,
dan Departemen Kebudayaan. Penelitian atau pengkajian
terhadap buku-buku tersebut awalnya dilakukan atas per-
mintaan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.?

Pelarangan buku adalah paradoks bagi kebebasan ber-
media yang telah dirasakan bangsa Indonesia selama lebih
dari satu dekade terakhir. Pelarangan ini juga bentuk kese-
wenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir
dan berpendapat di negara demokrasi. Pembredelan buku
ibarat sebuah “aborsi” yang membunuh generasi yang
akan dilahirkan. Alih-alih mengantisipasi ancaman pole-
mik dan ketertiban umum, pelarangan buku oleh negara
mengindikasikan paranoia penguasa atas ancaman terha-
dap kekuasaan yang sedang berjalan.

Tindakan represi ini juga memperlihatkan ketidakpekaan
aparat Kejakgung terhadap kebebasan berekspresi yang di-
jamin dalam UUD 1945, termasuk UU Pers No. 40 tahun
1999 yang menegaskan: /. Memenuhi hak masyarakat un-
tuk mengetahui; 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi,
mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asa-
si manusia, menghormati kebhinnekaan, 3. Mengembangkan
pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat,
dan benar; 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan
saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum; 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

2 [bid.
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Pelarangan buku di Indonesia pada dasarnya bukan
hal baru. Sejarah mencatat, pada masa awal terbentuknya
Orde Baru, pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan
secara membabi buta, terutama setelah peristiwa G-30 S.
Tiga bulan setelah peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada
30 November 1965, Pembantu Menteri Pendidikan Dasar
dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs K. Setia-
di Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan
ini kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua
karya 87 penulis yang dituduh beraliran Kiri. Jadi, saat itu
dan bahkan hingga kini, pelarangan buku bukan sekadar
karena isinya, melainkan karena “alasan politis” yang di-
tujukan kepada penulis, penerbit, dan bahkan editornya.
Selain itu, pada masa itu, terdapat juga sebuah keputusan
yang menyatakan ada 21 penulis yang karya mereka harus
dimusnahkan dari seluruh ruang perpustakaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak diketahui berapa total
jumlah buku yang dinyatakan terlarang, tapi diperkirakan
lebih dari 500 judul buku telah dinyatakan terlarang.

Ada tiga sumber hukum yang digunakan Kejakgung
untuk melarang peredaran buku di Indonesia. Pertama,
UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Ce-
takan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
Menurut pasal 1 ketentuan tersebut, Jaksa Agung berwe-
nang melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap
dapat mengganggu ketertiban umum. Kedua, UU Nomor
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16/2004 tentang Kejaksaan, yakni pasal 30 yang menu-
gasi institusi Kejaksaan untuk mengawasi peredaran ba-
rang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran. Ketiga,
pasal-pasal penyebar kebencian atau hatzaai artikelen di
dalam KUHP. Oleh karena itu, sepanjang peraturan-per-
aturan tersebut tidak direvisi atau dihapuskan, pelarangan
buku kemungkinan akan terjadi lagi.

Pelarangan buku sebagaimana dilakukan oleh Kejak-
gung bukanlah kebijakan yang tepat di era demokrasi se-
karang ini. Seharusnya, jika ada pihak yang merasa diru-
gikan dengan isi buku, mereka bisa menerbitkan buku
tandingan atau menempuh prosedur pengadilan, bukan
pengekangan dengan pelarangan sepihak. Di sisi lain, pi-
hak-pihak yang berkompeten menyusun regulasi semesti-
nya memiliki pandangan yang demokratis dan berkeadilan
bahwa melindungi masyarakat tidak harus menghalangi
hak masyarakat untuk memperoleh informasi lewat pela-
rangan buku. Ini penting dilakukan karena buku meru-
pakan simbol peradaban. Dengan kata lain, kemajuan per-
adaban sebuah bangsa di mana pun di dunia ini tidak bisa
menafikan satu instrumen pengetahuan penting bernama
buku. D1 tengah pergulatan media baru yang lekat dengan
kecanggihan teknologi, buku tetap dipercaya mampu me-
niupkan “ruh” pengetahuan lewat lembar-lembar kertas-
nya. Di negara demokrasi, buku merupakan salah satu
saluran utama untuk menyuarakan kebebasan berpikir
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dan berpendapat. Oleh karena itu, kebebasan berpikir dan
berpendapat dijamin. Termasuk di dalamnya kebebasan
mengakses buku, karena ini merupakan hak publik untuk
memperoleh informasi.

Dalam konteks pelarangan buku, sebenarnya, sudah
ada beberapa studi yang dilakukan oleh para penulis, pene-
liti, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun
demikian, studi-studi tersebut lebih bersifat dokumen-
tasi, dalam pengertian mendokumentasikan buku-buku
yang pernah dilarang. Buku karya Fauzan (2003), Men-
gubur Peradaban: Politik Pelarangan Buku di Indonesia,
barangkali merupakan studi paling komprehensif yang
pernah dilakukan di Indonesia. Meski demikian, studi
tersebut masih meninggalkan celah karena belum mampu
membidik perkembangan kontemporer pelarangan buku
di Indonesia. Setidaknya, pelarangan buku setelah era
tahun 2003, yang ironisnya masih terus berlangsung di
tengah klaim demokrasi. Di sisi lain, studi tersebut belum
mampu membidik implikasi penting pelarangan buku di
Indonesia, baik di bidang politik (demokrasi), sosial, eko-
nomi, ataupun budaya. Oleh karena itu, studi-studi menge-
nai pelarangan buku di Indonesia akan senantiasa relevan
selama praktik itu sendiri masih berlangsung. Studi-studi
tersebut mestinya tidak hanya berkaitan dengan proses
pendokumentasian buku-buku yang dilarang, tetapi yang
lebih penting adalah kemampuan menangkap konteks atas
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setiap peristiwa pelarangan buku. Dengan demikian, studi
bisa memberikan semacam ‘“‘guidance” bagi usaha lebih
lanjut untuk menjaga demokrasi yang tampaknya selalu
berada dalam ancaman.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, fenomena
pelarangan buku masih terus terjadi di tengah klaim de-
mokrasi. Dalam situasi semacam ini, ada kebutuhan men-
desak untuk melakukan studi terhadap pelarangan buku,
terutama dalam konteks era Reformasi. Atas dasar itu,
penelitian ini ingin menjawab beberapa pokok persoalan
yang berkait erat dengan pelarangan buku di Indonesia,
yang secara garis besar dikategorikan ke dalam tiga rumus-
an besar. Pertama, bagaimana sejarah pelarangan buku
di Indonesia, dan mengapa pelarangan buku masih ter-
jadi di tengah era demokrasi seperti sekarang? Kemudian,
bagaimana aktor, khususnya negara dan masyarakat sipil
berperan dalam pelarangan buku di Indonesia? Pertanyaan
ini penting diajukan karena dalam praktiknya pelarangan
buku tidak hanya dilakukan oleh negara melalui aparatus-
nya, tetapi juga oleh kelompok masyarakat. Kedua, seja-
lan dengan pertanyaan pertama, studi ini ingin menjawab
sejumlah pertanyaan mengenai implikasi pelarangan buku
di Indonesia. Di sini, akan dikaji bagaimana implikasi
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pelarangan buku terhadap demokrasi dan kepentingan pub-
lik, industri dan dunia perbukuan yang meliputi penerbit,
distributor, toko buku, penulis, dan publik pembaca buku?
Kelompok pertanyaan ketiga berkaitan dengan respons
masyarakat terutama kelompok-kelompok masyarakat
sipil prodemokrasi terhadap pelarangan buku di Indo-
nesia. Secara spesifik, pertanyaan yang diajukan adalah
bagaimana model dan bentuk perlawanan litigasi maupun
nonlitigasi terhadap pelarangan buku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan penelitian ini adalah sebagai be-

rikut:

1. Mengetahui sejarah praktik pelarangan buku di Indo-
nesia.

2. Mengetahui alasan negara menjalankan kebijakan pela-
rangan buku di era Reformasi.

3. Menjelaskan peran dan motif aktor pelarangan buku,
khususnya negara dan masyarakat sipil, dalam melaku-
kan pelarangan dan pemberangusan buku.

4. Menjelaskan implikasi pelarangan buku terhadap de-
mokrasi dan kepentingan publik, khususnya industri
dan dunia perbukuan yang meliputi penerbit, distribu-
tor, toko buku, penulis, dan publik pembaca buku.
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5. Mengetahui model dan bentuk-bentuk perlawanan,
baik jalur litigasi maupun nonlitigasi, terhadap pela-
rangan buku di Indonesia.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai pelarangan buku di Indonesia,
terutama praktik pelarangan buku yang terjadi di era Re-
formasi. Subjek penelitian ini adalah berbagai pihak yang
terkait dengan tindakan pelarangan buku. Pihak-pihak
tersebut adalah pelaku perbukuan (penulis, penerbit, dis-
tributor, toko buku, asosiasi perbukuan), regulator (Kejak-
saaan, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, DPR), pengamat
dunia perbukuan (akademisi yang meliputi sejarawan,
budayawan, dan pakar hukum media), serta publik pem-
baca, meliputi organisasi kemasyarakatan dan pihak-pihak
yang bersinggungan dengan pelarangan buku. Wawancara
penelitian dilakukan di lima kota di Indonesia, yakni Ja-
karta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Solo.

E. Landasan Teori:
Regulasi Media dalam Sistem Demokrasi

Robert Dahl mengemukakan bahwa demokrasi memberi-
kan jaminan kebebasan yang tidak tertandingi oleh sistem
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politik mana pun’. Secara instrumental, demokrasi mendo-
rong kebebasan melalui tiga cara, yakni*: pertama, pemilu
yang bebas dan adil yang secara inheren mensyaratkan hak-
hak politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, ber-
organisasi, oposisi, serta “hak-hak politik mendasar sema-
cam ini tidak mungkin hadir” tanpa pengakuan kebebasan
sipil yang lebih luas. Kedua, demokrasi memaksimalkan
peluang bagi penentuan nasib sendiri (self-determination),
“setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang di-
buat oleh dirinya sendiri”. Ketiga, demokrasi mendorong
otonomi moral, yakni kemampuan setiap negara untuk
melakukan pilihan-pilihan normatif, dan karenanya pada
tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong
kemampuan untuk memerintah sendiri (self-governing).
Kebebasan media, dalam konteks ini, merupakan hak da-
sar warga untuk mengemukakan pendapat (freedom of ex-
pression) dan hak mendapatkan informasi (public right to
know). Oleh karena itu, jaminan atas kebebasan bermedia
merupakan salah satu indikator penting demokratis atau
tidaknya suatu bangsa. Meskipun ada perbedaan regulasi
antara media yang menggunakan public domain (ranah
publik) dan yang tidak menggunakan ranah publik.

8  Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Yogyakarta: IRE Press,
2003), him. 3.
*  Ibid., him. 3-4.
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Menurut Amir Effendi Siregar, regulasi media dibeda-
kan menjadi dua aspek’, yakni media yang menggunakan
ranah publik dan media yang tidak menggunakan ranah
publik. Bagi media yang tidak menggunakan ranah publik,
misalnya, buku, majalah, surat kabar ataupun film (kecuali
jika film tersebut disiarkan melalui televisi), maka regu-
lasinya menggunakan prinsip self-regulatory. Sementara
itu, media yang menggunakan ranah publik seperti televisi
dan radio, maka regulasi dilakukan secara ketat.

Menurut Siregar, ada tiga alasan utama mengapa me-
dia yang menggunakan ranah publik harus diatur secara
ketat. Pertama, media tersebut menggunakan ranah pu-
blik, dan karenanya itu h